PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR MITRA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR
66 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR MITRA
INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
ABSTRAK: bahwa berdasarkan angka (5) huruf (a) Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra
Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN)
berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Satuan Kerja
KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk Administrator Pejabat/Pegawai yang memiliki tugas
dan fungsi di bidang pengelolaan BMN;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pengangkatan
Administrator dan Operator Mitra Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;

Peraturan bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertipikatan Barang Milik Negara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan



CATATAN:

Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan
tanggal 10 Juni 2024.
- Lampiran 1 halaman.



